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Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Ketua Pokja Jadi Tersangka 

Baru Korupsi Proyek IPAL Makassar Rp 7,9 M 

 

 

Sumber gambar: 

https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7612968/ketua-pokja-jadi-tersangka-baru-

korupsi-proyek-ipal-makassar-rp-7-9-m  

      

Kejati Sulsel menetapkan tersangka baru di kasus korupsi proyek pembangunan 

instalasi perpipaan air limbah (IPAL) Kota Makassar tahun 2020-2021 dengan kerugian negara 

Rp 7,9 miliar. Tersangka baru tersebut merupakan Ketua Pokja berinisial EB. "Tersangka EB 

selaku Ketua Pokja," ujar Aspidsus Kejati Sulsel Jabal Nur kepada detikSulsel, Selasa 

(29/10/2024) malam. 

Jabal Nur mengungkapkan bahwa tersangka EB selaku Ketua Pokja pemilihan paket 

C3 dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan perpipaan air limbah Makassar 

zona barat laut sengaja tidak meneliti data rekanan PT Karaga Indonusa Pratama (PT KIP). 

Tersangka disebut hanya memberi syarat kepada PT KIP membawa referensi pengalaman kerja 

disertai kontrak kerja yang dapat membuktikan pengalaman kerja tersebut. 

"Padahal diketahuinya bahwa pekerjaan pembangunan jaringan pipa air limbah Gatot 

Subroto (dengan pemberi kerja PD Palijaya Jakarta) yang dijadikan data pengalaman oleh PT 

KIP senyatanya sampai pelelangan paket C3 selesai bahkan sampai penandatangan kontrak 

paket C3 (pada 27 Februari 2020), pekerjaan pemasangan jaringan pipa air limbah Gatot 
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Subroto tersebut belum selesai dilaksanakan oleh PT KIP," ujarnya. Jabal mengungkapkan 

bahwa dari peran tersebut tim penyidik menemukan cukup alat bukti untuk menetapkan EB 

sebagai tersangka. EB juga langsung ditahan penyidik. 

Dalam sumber yang berbeda disebutkan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali 

menetapkan satu orang tersangka baru berinisial EB dan langsung menahannya dalam kasus 

dugaan korupsi proyek pembangunan pipa air limbah Kota Makassar zona barat laut (paket C) 

tahun 2020–2021 dengan nilai kontrak Rp68,7 miliar lebih. "Setelah ekspose di hadapan Kajati 

Sulsel untuk menetapkan tersangka EB, berdasarkan surat perintah Kajati Sulsel, tersangka 

langsung dilakukan penahanan di Lapas Makassar," ujar Kasi Penerangan dan Hukum Kejati 

Sulsel Soetarmi di Makassar, Rabu (30/10/2024). Penetapan tersangka setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh tim penyidik dan ditemukan dua alat bukti yang cukup. Selanjutnya 

dilakukan penahanan guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan dan mengantisipasi 

yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Untuk modus operandi 

dan perbuatan tersangka diduga kuat sengaja tidak memeriksa atau meneliti keabsahan dan 

kebenaran dari data pengalaman kerja PT Karaga Indonusa Pratama (KIP). Selanjutnya 

membuat undangan klarifikasi Nomor: BP2JK/Pokja-PPW2/F/14 tanggal 17 Januari 2020 

perihal klarifikasi kualifikasi peralatan utama, personel manajerial dan harga timpang pada 

pokoknya untuk pengalaman pekerjaan PT KIP. "Perusahaan ini hanya membawa referensi 

pengalaman kerja disertai kontrak yang dapat membuktikan kebenaran riwayat pengalaman 

kerja.”  

 

Sumber Berita: 

1. https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7612968/ketua-pokja-jadi-tersangka-baru-

korupsi-proyek-ipal-makassar-rp-7-9-m, 29 Oktober 2024 

2. https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/261889-satu-tersangka-baru-dugaan-

korupsi-proyek-pipa-air-limbah-di-makassar-kembali-ditahan, 30 Oktober 2024 
 

Catatan Berita: 

 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

3. PUTUSAN Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang 

berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini 

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 

tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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4. PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 

III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan 

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 

pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya 

 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) 

yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 

huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana 

denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. 

 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 

22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 


